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BIDANG HUKUM KEPIDANAAJ'i 

Bab I yang berjudul Pendahluan. Jak.sa sangat berperan dalam hal 
pemberantasan korupsi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh apnrat 
Kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serui pcngua.'kllll! Peraturun 
Perundang-Undangan dan juga terhadnp perkembangan teknologi. Hal ini agar 
pemberanwan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan terscbut sangat 
penting sifamya karcoa pelalru tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-<:in 
tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleb orang­
orang yang berpendidikan tinggi dan punyajabatan. 

Bab 11 membahas tentang korupsi. Secara barfiah korupsi merupalcan S<:Suatu 
yang busuk, jabat dan mcrusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangku1 scgi 
moral, sifat dan keada•n yang busuk, jabatan dalam instanSi atau aparatur pemerintah. 
penyelewengan kelruasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan 
politik, serta penempatan keluarga at.nu golongan ke dalam kedinasan di bawah 
kekuasaanjabatannya 

Bab m yang membabas tentang Kejaksaan Kejaksaan R.I. adalah lembaga 
negara yang melaksanakan kekuasaan negara, kbUllUSnya di bidang penuntutan. Sc 

bagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. 
Kejak.saan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan benanggung jawab 
kepada Prcsiden. Keja.ksaan Agung, Kcjaksaao Tinggi, dan Kcjak.saan Negeri 
merupakan kek:'Jasaan negara kbususnya dibidang peounlutan, dimana semuanya 
merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. 

Bab TV yang membahas basil penelitian dan pembahasan. Penyidik dalam 
Tmdak Pidana Korupsi pertarna kali dit.nngani oleh penyidik Kejnksaan maupun olch 
Peoyidik Polri. Dalam tindak pidana kbusus jak.sa berperan sebagai pen)idik.Dasar 
hukum yang memberikan kewenangan pcnyidikan tindak pidana korupsi kepada 
Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (I) buruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaao Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : Di bidanv. 
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pidana. kejaksaan mempun)ni rugas <Ian v.ew:nang melakukan p.:ny idilcan ierh:idap 
tindak pidana tc:rt.entu. 

Bab V merupakan ke�impulan dan Saran. Jak� sebagai p.:nyid1k merangkap 
sebagai penuntut umum dahun pc:nangauan tindak pidana korupsi. Makn untuk 
menyelesaikan kewajibannya ter.;ebut Jaksa barus bekerja sama deng:in pihak lain 
yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dcngrui hubungnn hukum, 
karena dalam melakukan ki:rja �ama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya 
pasti. Hubungan bukum dengnn pih;1J.. lain itu dapat berupa perseorangan. badan 
hukum dan instansi pemerintahan yang lum. Paan labia Dalwu Penanganan Tindak 
Pidana Korupsi Lembaga ke.iaks:l.in dalam lindak pidana umum berv.�"11llllg scbagai 
penunrut umum. Tctapi dalarn tind.ak pidana korupsi Lembaga Kcjali.saan berwenang 
sebagai penuntut umwn sekaligus sebagai p.m�idi.k. Kewenangan jaha sebagai 
penyiclik dalam tindak pidana kbusus dfarur <>leh Um.!an:;-Uadan6 :"\omor 16 tahun 
2004 tentang Kejaksaaa Republik indonesia kbususnya dalam Pa.'81 JO Ayat I hurufd. 
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